BABYV
PENUTUP

5.1Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Padang
telah menunjukkan kemajuan normatif melalui hadirnya kerangka
hukum (UUD 1945, Undang-Undang No. 8/2016, dan Perda Kota
Padang No. 3/2015) serta implementasi praktis berupa penyediaan
formasi khusus dalam seleksi CPNS, namun realisasi di lapangan masih
menghadapi kendala struktural yang signifikan; antara lain
ketidaksesuaian regulasi daerah dengan aturan nasional yang sedang
diperbaiki melalui harmonisasi/Ranperda, keterbatasan sosialisasi dan
akses informasi bagi calon penyandang disabilitas, fasilitas fisik dan
proses seleksi yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta
persyaratan kualifikasi pendidikan yang relatif tinggi yang menutup
peluang bagi banyak penyandang disabilitas.

2. Proses rekrutmen tenaga kerja disabilitas, khususnya dalam seleksi
Aparatur Sipil Negara (ASN), melibatkan berbagai pihak seperti
BKPSDM, Dinas Sosial, organisasi penyandang disabilitas, serta instansi
di tingkat pusat seperti Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian
Sosial. Meskipun BKPSDM telah menerapkan sejumlah kebijakan
afirmatif, seperti penyediaan formasi khusus, prioritas pendaftaran, dan
fasilitas pendukung bagi peserta seleksi, pelaksanaannya masih
terbatas pada pemenuhan kuota formal. Di sisi lain, Dinas Sosial telah
melaksanakan berbagai program pemberdayaan seperti bantuan sosial,
bantuan usaha, dan pelatihan keterampilan, namun fokusnya masih
dominan pada sektor wirausaha, bukan pada peningkatan kompetensi

formal yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan.

103



104

3. Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja di
sektor pemerintahan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala
baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal,
penyandang disabilitas masih dihadapkan pada rendahnya tingkat
pendidikan, keterbatasan keterampilan, hambatan fisik dan mobilitas,
rendahnya rasa percaya diri, serta Kketerbatasan akses informasi.
Sementara itu, dari sisi eksternal, masih terdapat ketidaksesuaian
regulasi daerah dengan undang-undang nasional, kualifikasi jabatan
yang kurang beragam, minimnya pelatihan kerja yang relevan dengan
kebutuhan birokrasi, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang
mendorong inklusivitas dalam rekrutmen aparatur sipil negara.

5.2Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka

penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Penulis berharap agar Pemerintah Kota Padang segera menyelesaikan
proses harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, sehingga tidak terdapat kerancuan dalam
ketentuan hukum serta jaminan atas hak-hak penyandang disabilitas di
tingkat daerah. Dalam implementasi hak bekerja bagi penyandang disabilitas
di sektor pemerintahan, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan
kondisi dan kemampuan riil penyandang disabilitas guna menciptakan
proses rekrutmen yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini dapat dilakukan
melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memetakan tingkat
pendidikan dan potensi penyandang disabilitas di Kota Padang, serta
berkolaborasi dengan lembaga nonpemerintah dan organisasi penyandang
disabilitas dalam menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan kegiatan
peningkatan kapasitas yang relevan. Dengan demikian, penyandang
disabilitas diharapkan dapat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri

yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam seleksi Calon Pegawai



105

Negeri Sipil (CPNS) maupun bidang pekerjaan lainnya di lingkungan

Pemerintah Kota Padang.
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